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Abstrak

Kobijakan desentralisasi telah bergulir sejak tahun 1999 dengan
ditorbitkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang
I’omerintahan Daerah dan tahun 2001 negara Republik Indonesia
lolah memasuki era Otonomi Daerah. Namun realisasinya hingga
kini masih membutuhkan beberapa penyempurnaan.

Dosentralisasi sebagai sebuah model penyelenggaraan peme-
rintahan dan pembangunan yang kini masih terus berproses mem-
punyai berbagai macam model atau jenis. Dalam tulisan ini berba-
gal jonis tersebut dicoba untuk dipaparkan secara teoritik, dan di-
sortal dengan beberapa alasan mengapa desentralisasi dipilih.

Dosentralisasi, Otonomi Daerah, dan Pembangunan merupakan
pormasalahan yang erat kaitanya satu sama lain yang kini tengah
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dimplementasikan diseluruh penjuru tanah air.

Pendahuluan

Liasanya konsep desentralisa-
ul banyak dilawankan dengan kon-
nop sontralisasi di dalam pemilihan
modol penyelenggaraan pemerinta-
han dan pembangunan di suatu wila-
yah atau daerah tertentu. Jadi antara
snontralisasi dan desentralisasi ka-
dang-kadang dibicarakan secara te-
gas (hitam putih) sebagai suatu mo-
dol penyelenggaraan pemerintah,
karena antara keduanya memang
mompunyai implikasi teknis yang
borbeda. |

Konsep desentralisasi sebe-
narnya sudah lama disosialisasikan
di masyarakat, akan tetapi-di dalam
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tataran implementasinya kadang
masih terasa bersifat semu. Orang
kemudian menilai bahwa desentrali-
sasi tidak jauh berbeda dengan sen-
tralisasi karena pelaksanaannya di
lapangan belum sebagaimana yang
diharapkan. Desentralisasi dirasa
hanya sebagai alat mekanisme saja,
yaitu kepanjangan tangan pemerin-
tah pusat yang ada di daerah, ter-
utama yang terkait dengan pem-
biayaan pembangunan dan penda-
patan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah, maka istilah desen-
tralisasi ini mencuat lagi dalam per-
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mukaan dengan semangat yang ber-
beda, yaitu semangat reformasi.
Tentunya pelaksanaannya akan le-
bih realistik sebab kebijaksanaan de-
sentralisasi kali ini telah dibingkai
dengan diterbitkannya Undang-Un-
dang No.22 tahun 1999 tentang Pe-
merintahan Daerah dan Undang-Un-
dang No. 25 tahun 1999 tentang Pe-
rimbangan Keuangan Pusat Dan
Daerah. Oleh karena itu desentrali-
sasi periu dipahami secara benar, te-
liti dan hati-hati agar di dalam pelak-
sanannya sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Pemilihan model pe-
nyelenggaraan pemerintah baik itu
desentralisasi maupun sentralisasi
kesemuanya berkenaan dengan ma-
salah delegasi kekuasaan dan tang-
gung jawab di dalam proses peng-
ambilan keputusan.

Pembahasan dalam tulisan ini
dicoba untuk mempertautkan antara
model desentralisasi dalam kaitan-
nya dengan pelaksanaan otonomi
daerah dalam melaksanakan pem-
bangunan. Tentunya di samping segi
penerapannya akan dikemukakan
pula segi-segi teoritiknya  untuk
memberikan landasan berfikir ten-
tang berbagai masalah yang muncul
dengan adanya pengambilan alter-
natif-alternatif keputusan pemilihan
model tersebut. Model pembangun-
an yang bersifat sentralistik juga me-
ngandung beberapa kelemahan ka-
rena kurang memperhatikan kebutu-
han daerah, potensi yang dimiliki
oleh daerah dan beberapa perma-
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salahan lain yang cukup banyak. De- |
mikian pula pembangunan yang ter-
lalu terdesentralisasi akan membuat
adanya beberapa ketimpangan, ter-
utama antara daerah yang satu de-
ngan daerah yang lain. Dalam model
pembangunan yang terlalu desen-
tralistik akan membuat ketidak seim-
bangan dalam pertumbuhan sosial
ekonomi. Daerah yang kaya atau
mampu akan lebih cepat berkem-
bangan dan maju dibandingkan de-
ngan daerah lain yang kurang mam-
pu. Dengan demikian gap antara da-
erah yang satu dengan daerah yang
lain terlalu tajam, akhirnya akan me-
nimbulkan diskriminasi. Kalau hal ini
dibiarkan maka tidak mustahil kalau
akan membawa pada perpecahan
daerah yang sangat mungkin akan
mengancam kesatuan dan persatu-
an bangsa.

Dalam tulisan ini maka akan
dibahas secara berturut-turut me-
ngenai kaitan antara desentralisasi,
otonomi daerah dan pembangunan.

Pengertian Desentralisasi

Mengenai desentralisasi, ba-
nyak sekali rumusan yang telah di-
berikan oleh para ahli, antara lain se-
bagai berikut:

1.Coralie Bryant & Louise G. White
(1987), menyatakan bahwa desen-
tralisasi itu merupakan pemin-
dahan kewenangan dalam urusan
kemasyarakatan dari pejabat-peja-



bial politik ke badan-badan peme-
fintahan yang relatif otonom.
d Persorikatan Bangsa-Bangsa (NN,

J004), menyatakan bahwa de-
sanlralisasi atau mendesentrali-
#isl pemeorintahan itu bisa berarti
marastrukturisasi atau mengatur
kamball kokuasaan sehingga ter-
dapal suatu sistem tanggung ja-
wab borsama antara institusi-in-
alilusl pemerintah tingkat pusat,
fegional maupun lokal sesuai de-

ngan prinsip subsidiaritas. Se-
hingga meningkatkan  kualitas
dan keofektifan yang menyeluruh
darl sistem pemerintahan, dan
[uga meningkatkan otoritas dan
kapasitas tingkat subtansicnal.

4. Undang-Undang No.5 Tahun
1974, pasal 1 menyatakan bahwa
desontralisasi adalah penyerahan
urusan pemerintahan dari Peme-
fintah atau Daerah tingkat atas-
nya kepada Daerah menjadi uru-
san rumah tangganya.

4, Undang-Undang No. 22 Tahun
1999 Tentang Pemerintah Dae-
rah menyatakan bahwa desen-
tralisasi adalah penyerahan we-
wenang pemerintah oleh Peme-
rintah kepada Daerah Otonom
dalam kerangka Negara Kesa-
tuan Republik Indonesia (pasal
1-e).

Dari beberapa pendapat ter-
sobut di atas khususnya antara Un-
dang-Undang-Undang No.5 Tahun
1974 dengan Undang-Undang No.
22 Tahun 1999 terdapat perbedaan
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pengertian mengenai desentralisasi
ini, yaitu mengenai apa yang dise-
rahkan. Kalau menurut Undang-Un-
dang No.5 Tahun 1974 yang dise-
rahkan adalah urusan pemerintahan,
sedangkan menurut Undang-Undang
No.22 Tahun 1999 adalah wewe-
nang pemerintahan. Pengertian de-
sentralisasi menurut Undang-Un-
dang No. 22 Tahun 1999 inilah yang
sesuai dengan hakekat desentrali-
sasi, yaitu: * delegation of authority
and responsibility”. Karena desen-
tralisasi pada Undang-Undang No. 5
Tahun 1974 hanya merupakan ke-
panjangan tangan pusat di daerah.
Sedangkan menurut Undang-Un-
dang No.22 Tahun 1999 pemaha-
man terhadap desentralisasi sudah
dibuka saluran baru (kran) bagi pe-
merintah provinsi dan kabupaten
untuk mengambil tanggung jawab
yang lebih besar dalam pelayanann
umum kepada masyarakat setempat
untuk mengatur dan mengurus ru-

mah tangganya sendiri (Widjaja,
2004)
Mengapa desentralisasi yang
dipilih?

Dalam hal ini Rondineli (se-
bagaimana dikutip Joko Widodo,MS,
2000) mengemukakan beberapa ala-
san mengapa desentralisasi yang di-
pilih. Karena desentralisasi itu akan
dapat meningkatkan efektifitas da-
lam membuat kebijaksanaan nasio-
nal. Dengan cara mendelegasikan
tanggung jawab yang lebih besar ke-
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pada para pejabat tingkat lokal untuk
merancang proyek-proyek pemba-
ngunan agar sesuai dengan kebu-
tuhan dan kondisi setempat. Lebih
jauh dikemukakan, desentralisasin
itu akan dapat memungkinkan para
pejabat setempat untuk dapat me-
ngatasi masalah-masalah yang se-
lama ini dianggap kurang baik. Se-
bagai suatu contoh misalnya : ada-
nya ciri-ciri prosedur yang sangat bi-
rokratis terutama dalam merencana-
kan dan melaksanakan pembangun-
an, sering muncuinya konsentrasi
kekuasaan dan otoritas di tingkat
pusat yang berlebihan.

Bahkan kalau dilihat dari segi
fungsi-fungsi pembangunan yang di
desentralisasikan kepada para peja-
bat dan pelaksana ditingkat lokal
akan dapat meningkatkan tingkat pe-
mahaman dan sensitivitas mereka
terhadap masalah kebutuhan setem-
pat karena mereka akan bekerja pa-
da tingkat dimana mereka itu ber-
ada. Kalau dilihat dari segi hubungan
kerja, desentralisasi akan dapat
mengakrabkan dan mengeratkan hu-
bungan antara penduduk dengan pa-
ra pejabat, pelaksana di daerah ka-
rena mereka saling berhubungan
dan berinteraksi setiap saat

Berkaitan dengan tujuan dilak-
sanakannya desentralisasi, Sady
(dalam Bintoro Tjokroamidjojo, 1985)
mengemukakan adanya 5 tujuan ya-
itu:

1. Mengurangi beban pemerintah
pusat, dan campur tangan ten-
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tang masalah-masalah kecil
pada tingkat lokal. Demikian
pula memberikan peluang un-
tuk koordinasi pelaksanaan
pada tingkat lokal.

2. Meningkatkan pengertian rak-
yat serta dukungan mereka
dalam kegiatan usaha pem-
bangunan sosial ekonomi. De-
mikian pula pada tingkat tokal,
dapat merasakan keuntungan
dari pada kontribusi kegiatan
mereka itu.

3. Penyusunan program-program
untuk perbaikan sosial ekono-
mi pada tingkat lokal sehingga
dapat lebih realistis

4. Melatih rakyat untuk bisa me-
ngatur urusannya sendiri (self
government).

5. Pembinaan kesatuan nasio-
nal.

Sedangkan Osborne dan Ted
Gaebler (1995) menyebutkan ada-
nya beberapa keuntungan dengan
diterapkannya desentralisasi, yaitu :

a. Lembaga yang terdesen-
tralisasi jauh lebih fleksibel
dari pada yang tersentrali-
sasi. Lembaga tersebut da-
pat memberi respon de-
ngan cepat terhadap ling-
kungan dan kebutuhan pe-
langgan.

b. Lembaga yang terdesen-
tralisasi jauh lebih efektif
dari pada yang tersentrali-
sasi. Dalam hal ini para pe-



(Jawai yang yang berada di
linl depan paling dekat de-
ngan masalah dan pelu-
nng, dan mereka lebih tahu
apa yang sebenarnya ter-
jadi, sehingga akan cepat
mengambil keputusan yang
diperiukan.

c. Lembaga yang terdesen-
tralisasi jauh lebih inovatif
dari pada yang tersentrali-
sasi. Sebab gagasan ino-
vatif itu tidak datang dari
pucuk pimpinan akan tetapi
dari pegawai yang benar-
benar melaksanakan pe-
kerjaan dengan baik.

d. Lembaga yang terdesen-
tralisasi menghasilkan se-
mangat kerja yang lebih
tinggi, lebih banyak komit-
men dan lebih besar pro-
duktivitasnya.

Bontuk-Bentuk Desentralisasi

1

Menurut Cohen dan Peterson

(NN, 2004) membedakan enam

bentuk pokok desen-tralisasi

yang mereka sebut sebagai sis-

tem klasifikasi yaitu :

a. Bentuk menurut asal sejarah

b. Desentralisasi Teritorial dan
Fungsional

c. Permasalahan dan bentuk

d. Bentuk pengiriman jasa

e. Bentuk pengalaman suatu
negara

f. Bentuk berdasarkan tujuan.
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Dalam bentuk yang keenam ini

Cohen membagi lagi dalam

bentuk: politik, perhubungan,

pasar dan administratif. Kemu-

dian dalam bentuk administratif

beliau membagi lagi dalam tiga

bentuk, vyaitu: dekonsentrasi,

devolusi, dan delegasi.

Menurut UNDP (NN, 2004)

Ada empat jenis atau bentuk

desentralisasi yang ditawarkan

oleh UNDP yaitu:

a. Devolusi

b. Delegasi

c. Dekonsentrasi, dan

d. Privatisasi.

Sedangkan Bintoro Tjokroami-

djojo (1985) membagi bentuk

desentralisasi itu dalan empat

macam :

Dekonsentrasi

Devolusi

Sertatantra

Bentuk-bentuk kegiatan

yang merupakan pembinaan

pemerintah, tetapi dilakukan

berdasarkan inisiatif dan par-

tisipasi masyarakat setem-

pat. Misalnya kegiatan Pro-

gram Pembangunan Masya-

rakat Desa, Perkoperasian.

Adapun Mintzberg (dalam Riya-

di dan Dedy Supriady Brataku-

sumah, 2004) membedakan

adanya tiga tipe desentralisasi,

yaitu ;

a. Desentralisasi Vertikal (verti-
cal decentralization), vyaitu
desentralisasi yang diberikan

Q0 oo
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secara hierarkhis dari atas
ke bawah dalam suatu struk-
tur organisasi.

b. Desentralisas! Horizontal
(horizontal decentralization),

yaitu suatu pendelegasian
dari sesuatu unit dalam se-
buah organisasi kepada unit
lain yang setingkat.

c. Desentralisasi Dispersal (pe-
mindahan/pelimpahan), yaitu
pelimpahan wewenang dari
organisasi /unit yang lebih
tinggi kepada unit lainnya
sebagai kepanjangan ta-
ngan.

Perbedaan pemilihan jenis
atau bentuk desentralisasi ini akan
berpengaruh secara teknis terhadap
cara penanganan pelaksanaan ke-
giatan yang ada di daerah. Oleh ka-
rena itu kepada para pelaksana
pembangunan di daerah perlu sekali
mencermati mengenai adanya ber-
bagai bentuk dari desentralisasi ini.
Untuk melaksanakan desentralisasi
ini dibentuklah apa yang dinamakan
dengan “ Daerah Otonom”. Widjaja
(2004) mengemukakan bahwa pem-
bentukan Daerah Otonom yang dila-
kukan secara serentak (simultan) itu
merupakan kelahiran status otonomi
yang didasarkan atas aspirasi dan
kondisi obyektif dari masyarakat di
daerah atau wilayah tertentu sebagai
bagian dari bangsa dan wilayah
nasional Indonesia. Aspirasi daerah
tersebut terwujud dengan diseleng-
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garakannya desentralisasi, kemu-
dian menjelma menjadi Daerah Oto-
nom.

Menurut Undang-Undang No.
22 tahun 1999, yang dimaksud de-
ngan Daerah Otonom (yang se-
lanjutnya disebut Daerah) adalah ke-
satuan masyaraakat hukum yang
mempunyai batas daerah tertentu,
berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasar-
kan aspirasi masyarakat dalam ika-
tan Negara Kesatuan Republik In-
donesia.

Mengenai pembagian daerah
sebagaimana disebutkan dalam Un-
dang-Undang No0.22 tahun 1999,
Bab |l, pasal 2, ayat 1, disebutkan
bahwa Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi dalam
Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten,
dan Daerah Kota yang bersifat oto-
nom. Berkenaan dengan daerah oto-
nom ini Joko Widodo MS (2000) me-
ngemukakan bahwa pelaksanaan
desentralisasi itu diwujudkan de-
ngan adanya pemberian otonomi.
Yaitu hak, wewenang dan kewajiban
untuk mengatur dan mengurus uru-
san rumah tangganya sesuai dengan
peraturan perundangan yang ada,
kepada Daerah Otonom.

Otonomi Daerah

Sesuai dengan asal katanya,
kata otonomi itu berasal dari bahasa
Yunani “ aotonomos” yang berarti
pengaturan sendiri atau pengam-



hilan koputusan sendiri (self ruling).
Jadi otonomi daorah itu dapat diar-
lilkan sobagai hak untuk mengatur
dan mongurus rumah tangga sendiri.
Monurut  Undang-Undang No. 22
tnhun 1999 disebutkan bahwa : Oto-
nomi Daerah adalah kewenangan
daorah otonom untuk mengatur dan
mongurus kepentingan masyarakat
snotempat menurut prakarsa sendiri
bordasarkan aspirasi masyarakat
sosuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Mengenai prinsip-prinsip oto-
nomi daerah sebagaimana yang ter-
tuang dalam Undang-Undang No.22
tahun 1999 dapat di kemukakan se-
bagai berikut :

1).Penyelenggaraan Otonomi Da-
erah dilaksanakan dengan
memperhatikan aspek demo-
krasi, keadilan, pemerataan,
serta potensi dan keanekara-
gaman daeranh.

2). Pelaksanaan Otonomi Daerah
didasarkan pada otonomi luas,
nyata dan bertanggung jawab.

3). Pelaksanaan Otonomi Daerah
yang luas dan utuh diletakkan
pada daerah Kabupaten dan
daerah Kota, sedang Otonomi
Daerah Propinsi merupakan
otonomi yang terbatas.

4).Pelaksanaan Otonomi Daerzah
harus sesuai dengan konsti-
tusi negara sehingga tetap ter-
jamin hubugan yang serasi
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antara pusat dan daerah serta
antar Daerah.

5).Pelaksanaan Otonomi Daerah

harus lebih meningkatkan ke-
mandirian Daerah Otonom
dan karenanya dalam Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota
tidak ada lagi wilayah Admi-
nistrasi.

6).Pelaksanaan Otonomi Daerah

harus lebih meningkatkan pe-
ranan dan fungsi badan le-
gislatif Daerah, baik sebagai
fungsi legislatif, fungsi penga-
was, maupun fungsi-fungsi
anggaran atas penyelengga-
raan Pemerintah Daerah.

7).Pelaksanaan asas dekonsentr-

asi diletakkan pada Daerah
Propinsi dalam kedudukannya
sebagai Wilayah Administrasi
untuk melaksanakan kewena-
ngan pemerintah tertentu
yang dilimpahkan kepada Gu-
bernur sebagai wakil Peme-
rintah.

8).Pelaksanaan tugas pemban-

tuan dimungkinkan tidak ha-
nya dari Pemerintah kepada
Daerah tetapi juga dari Pe-
merintah dan Daerah kepada
Desa yang disertai dengan
pembiayaan, sarana dan pra-
sarana, serta sumber daya
manusia dengan kewajiban
melaporkan pelaksanaan dan
mempertanggung  jawabkan
kepada yang menugaskannya
(Joko Widodo,MS, 2000).
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Otonomi Daerah dan Pemba-
ngunan

Sebagaimana diketahui de-
ngan digulitkannya Otomi Daerah,
maka akan membawa konsekuensi
kepada pemerinrah Daerah (Kabu-
paten). Kerena daerah kemudian
mempunyai beban tanggung jawab
yang penuh di dalam pelaksanaan
pembangunan. Menurut Undang-
Undang No.22 tahun 1999, dite-
gaskan bahwa kewenangan Daerah
mencakup kewenangan dalam se-
furuh bidang pemerintahan, kecuali
kewenangan dalam bidang politik
luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, aga-
ma, serta kewenangan bidang lain.
Kewenangan bidang lain sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) me-
liputi : Kebiakan tentang rencana
pembangunan nasional dan pengen-
dalian pembangunan nasional se-
cara makro, dana perimbangan ke-
uangan, sistem administrasi negara
dan lembaga perekonomian negara,
pembinaan dan pemberdayaan sum-
ber daya manusia, pendayagunaan
sumber alam serta teknologi tinggi
yang strategis, konservasi , dan
standarisasi nasional ( pasal 7 ayat
2). Sedangkan kewenangan Daerah
sebagaimana dalam pasal 10 ayat
(1) disebutkan bahwa Daerah ber-
wenang mengelola sumber dana
nasional yang tersedia di wilayahnya

dan bertanggung jawab memelihara
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kelestarian lingkungan sesuai de-
ngan peraturan perundang-undang-
an.

Berangkat dari aturan-aturan
tersebut maka perencanaan pemba-
ngunan daerah benar-benar harus
diperhatikan. Perencanaan pemba-
ngunan daerah sebagaimana dikata-
kan oleh Riyadi dan Deddy Supri-
yadi Bratakusumah (2004), merupa-
kan suatu proses perencanaan
pembangunan yang dimaksudkan
untuk melakukan perubahan menuju
arah perkembangan yang lebih baik
bagi suatu komunitas masyarakat,
pemerintah dan lingkungannya da-
am wilayah/daerah tertentu, dengan
memanfaatkan atau mendayaguna-
an berbagai sumber daya yang ada,
dan harus memiliki orientasi yang
bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi
tetap berpegang pada azas prioritas.

Adapun ciri-ciri dari perenca-
aan pembangunan daerah sebagai-
ana dikemukakan oleh Riyadi dan
Deddy Supriady Bratakusumah
(2004) adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan  program-pro-
am yang bersifat umum

2. Analisis perencanaan bersifat
luas.

3. Lebih efektif dan efisien digu-
akan untuk perencanaan jang-
a panjang.

4. Memeriukan pengetahuan se-
cara interdisipliner, general
dan universal namun tetap
memiliki spesifikasi masing-
masing yang jelas.



h, Fleksibel dan mudah untuk

dijadikan sobagai acuan pe-

rencanaan pembangunan

jangka pendok atau progran

satu tahunan

Agar penyelenggaraan peme-
rintah daerah itu dapat berjalan de-

npan balk, Mustopadidjaja AR (1999)
mengomukakan adanya 7 prinsip
yang perlu dikembangkan dan diim-
plementasikan  oleh  pemerintah
Daerah ;
a. demokrasi dan
yaan,
b. pelayanan,
¢. transportasi dan akuntabili-tas,
d. partisipasi,
0. kemiteraan,
. desentralisasi, dan
0. konsistensi kebijaksanaan dan
kepastian hukum.,

pemberda-

Perspektif Perencanaan Pemba-
ngunan Daerah
Dalam membahas perenca-
naan pembangunan daerah dimasa
depan perlu diketahui pertanyaan
mendasar  sebagai  berikut
Perencanaan pembangunan daerah
yang seperti apa yang dapat dikata-
kan perencanaan pembangunan
yang :
a. berkualitas
b. kuat, dan
c. layak menjadi fondasi bagi
pelaksanaan  fungsi-fungsi
yang lain berikutnya?
Pertanyaan-pertanyaan terse-
but tentunya membutuhkan suatu ja-
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waban yang pasti, tapi tidak buru-
buru, sebab membutuhkan suatu pe-
renungan yang mendalam. Meski-
pun pemerintah Daerah itu mempu-
nyai kewenangan untuk membuat
perencanaan pembangunan sesuai
dengan kebutuhan, asas global yang
sudah mendunia itu perlu diper-
hatikan, agar tidak ketinggalan. Akan
tetapi ciri khas atau corak ke Indo-
nesiaan kita harus tetap dipertahan-
kan. Oleh karena itu perencanaan
pembanguan daerahpun perlu mem-
perhatikan prinsip-prinsip ke Indo-
nesiaan dan memperhatikan pers-
pektif global yang sudah tak terelak-
kan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:
(1)Perencanaan pembangunan
daerah harus memiliki landa-
san folosofis yang kuat dan
mengakar dalam budaya ma-
syarakat yang ada di daerah.
(2)Perencanaan pembangunan
daerah harus bersifat kompre-
hensif, holistik, sehingga mam-
pu membangun aspek-aspek
yang ada menjadi satu kesa-
tuan dalam pembangunan.
(3)Perencanaan pembangunan
Daerah harus mengakomoda-
sikan keadaan struktur ruang
~ (spatial) dari wilayah perenca-
nannya (seperti : pusat perko-
taan, pedesaan, daerah ter-
isolir (hinterland), pusat-pusat
pertumbuhan (growth poles),
distribusi air, listrik, dan seba-
gainya.
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(4)Perencanaan pembangunan
Daerah harus bersifat menyo-
kong atau memperkuat peren-
canaan pembangunan secara
nasional.

(5)Perencanan pembangunan
Daerah harus menggambar-
kan arah kebijaksanaan kema-
na daerah akan dibawa, apa
yang akan dilakukan, dan ba-
gaimana tahapannya (Riyadi
dan Deddy Supriady Brata-
kusumah, 2004).

Penutup

Demikianlah pembahasan
singkat tentang keterkaitan antara
desentralisasi, otonomi daerah, dan
pembangunan. Tentunya apa yang
dipaparkan dalam tulisan ini hanya
menyangkut permasalahan dasarnya
saja, sedangkan pengembangannya
yang lebih mendalam dibahas dalam
bagian materi yang lain.
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